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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

A.  Kesimpulan  

a. Peran majelis kehormatan dewan dalam mewujudkan kepastian hukum 

mengenai kedudukan pelapor 

  Beradasarkan uraian hasil dan pemabahasan maka dapat disimpulkan bahwa 

peran majelis kehormatan dewan dalam mewujudkan kepastian hukum mengenai 

kedudukan pelapor, dilakukan dengan cara menjalankan sesuai dengan tahapan yang 

tertuang di dalam peraturan DPR no 2 tahun 2015, dalam hal ini Majelis Kehormatan 

Dewan tidak memberikan suatu kepastian berdasarkan peraturan DPR No 2 tahun 

2015, akan tetapi memberikan kepastian hukum berdasarkan pada amanat yang 

tertuang di dalam UUD 1945 yakni memberikan kesamarataan di hadapan hukum, 

berdasarkan asas ini pula Majelis Kehormatan Dewan telah melakukan suatu 

perombakkan terhadap pola pandangan masyarakat terkait dengan suatu peraturan, 

karena berdasarkan pada konstitusi Negara Repoblik indonesia suatu peraturan 

perundang-undangan tidak bisa bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara 

repoblik Indonesia tahun 1945, hal inilah yang melandasi sikap dari majelis 

kehormatan dewan dalam menerima aduan yang dilakukan atau yang disampaikan 

oleh salah satu laporan dari pemerintahan dan berdasrkan pada konstitusi negara 

Indonesia.  
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b. Faktor yang mempengaruhi kedudukan pelapor  Oleh Majelis Kehormatan 

Dewan 

  Faktor-faktor yang mempengaruhi kedudukan pelapor, dalam majelis 

kehormatan dewan adalah sebagai berikut: 

1. Majelis Kehormatan Dewan dalam hal ini melihat pada hiraraki perundang-

undangan yaitu  peraturan yang lebih rendah tidak bisa bertentangan dengan 

peraturan yang lebih tinggi, apabila hal tersebut terjadi maka peraturan 

perundang-undangan itu tidak bisa di gunakan. Pasal 5 peraturan DPR yang 

mengatur mengenai kedududkan pelapor bertentangan dengan UUD 1945 

tentang asas kesamarataan di dedapan hukum. 

2. Majelis Kehoratan Dewan dalam hal mengacu kepada asas equaliti be for the law 

artinya kedudukan pelapor dilihat dari haknya sebagai pelapor yang berhak 

mendapatkan perlindungan serta kesama rataan dihadapan hukum. Hal ini jelas 

tercantum dalm pasal 27 ayat 1 

3. Majelis kehormatan dewan dalam menjaga harkat dan martabat anggota dewan 

maka idenpendensi dalam proses peradilan wajib dilakukan, sehingga dapat 

memberikan kepastian hukum bagi setiap orang. 

4. Majelis kehormatan Dewan merupakan alat kelengkapan negara yang bertugas 

menjaga harkat dan martabat anggota dewan perwakilan rakyat, sehingga tugas 

dan fungsi utamanya adalah menjaga martabat kehormatan anggota DPR dengan 

baik, oleh karena itu kedudukan pelapor menjadi hal yang kedua. 
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5. Majelis kehormatan Dewan dalam menjaga harkat dan martabat anggota dewan 

harus mampu merahasiakan pelanggaran etik yang dilakukan oleh anggota DPR. 

Sehingganya kedudukan pelapor yang tercantum didalam pasal 5 peraturan DPR 

no 2 tahun 2015 menjadi suatu objek yang tidak bisa menunjukkan tataran nilai 

bagi kepastian hukum. 

6. Kepastian hukum bukan hanya dilihat dari satu regulasi akan tetapi juga dari 

beberapa regulasi, regulasi tersebut adalah ketentuan yang mengatur bahwa tidak 

ada satu perundang-undangan yang bisa bertentangan dengan UUD 1945.  

B. Saran  

 Sebagai negara hukum, kepastian hukum merupakan pilar yang penting dalam 

menegakkakan suatu keadilan yang memberikan kemanfaatan bagi semua pihak, akan 

tetapi terkadang peraturan yang tidak sesuai akan bertentangan dengan kenyataan 

yang ada, ada banyak kasus yang dihadapi namun tidak mampu 

mengimplementasikakan dari regulasi yang buat. Kenyataan inilah yang memuculkan 

problem dalam masyarakat, majelis kehormatan Dewan merupakan alat kelengkapan 

negara yang bersifat tetap dalam memeriksa setiap pelanggaran kode etik yang 

dilakukan oleh anggota dewan, serta bertugas untuk menjaga martabat setiap anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat. Akan tetapi tugasnya juga harus sesuai dengan peraturan 

dan regulasi yang dipegang, oleh sebab itu Majelis Kehormatan Dewan harus 

merubah pasal 5 peraturan DPR No 2 tahun 2015, agar bisa berlaku bagi semua 

pihak. 
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